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Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur 
hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan. Salah satu bentuk mu’amalat yang 
terjadi adalah kerjasama antara manusia disitu pihak sebagai penyedia jasa dipihak 
lain menyediakan pekerjaan dan upah merupakan sumber penghasilan bagi pekerja 
untuk memenuhi kebutuhan hidup secra layaknya. Penelitian ini bertujuan 
mendiskripsikan pelaksanaan pemotongan upah karyawan karena kerugian 
perusahaan yang terjadi di perusahaan FC SMART, JLN TENGKU UMAR NO 8, 
BUMI KEDATON, BANDAR LAMPUNG. Dimana dalam upah tersebut kurang dari 
nominal yang ditentukan di karenakan kerugian yang ditanggung oleh para karyawan, 
adapun kondisi diperusahaan tersebut sangatlah serba canggih karena sistem input 
barang menggunakan sistem komputer sehingga mempermudah karyawan dalam 
mengecek barang, akan tetapi banyaknya pemesanan semakin meningkat sehingga 
keteledoran karyawan ada saja entah karena barang kurang atau salah kasih barang 
bahkan salah mengembalikan uang kembalian. karena dalam hal ini menimbulkan 
kerugian oleh perusahaan tersebut dikarnakan banyaknya pelanggan yang komplen 
terhadap kesalahan atau keteredoran karyawan. tetapi perusahan itu tidak mengganti 
kerugiannya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan 
pendekatan studi kasus . Dalam hal penelitian ini mengamati permasalah yang ada 
yaitu bagaimana mekanisme pemotongan upah karyawan karena kerugian perusahaan 
dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemotongan upah karyawan karena 
kerugian perusahaan di perusahaan FC SMART Jln Tengku Umar no 8 Bumi 
Kedaton Bandar Lampung. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pelaksanaan atau mekanisme pemotongan upah karyawan dan untuk mengetahui 
pandangan hukum Islam tentang pemotongan upah terhadap kerugian perusahaan. di 
FC SMART Jalan Tengku Umar no 8 Bumi Kedaton Bandar Lampung.Penelitian ini 
adalah penelitian lapangan (field research) dan sifat penelitiannya deskriftif analisis, 
sumber datanya berasal dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Sampel dari 
penelitan ini adalah karyawan. Hasil dari penelitan diatas, bahwa benar perusahaan Fc 
Smart menerapkan pemotongan upah karyawan karena kerugian perusahaan dan pada 
mekanisme pelaksanaannya dilapangan pemotongan upah itu dilakukan bila terjadi 
minus akibat keteledoran karyawan, maka dilakukanlah pemotongan saat penerima 
upah yaitu upah pokok yang dikurangi sebesar kerugian dengan dibagi rata setiap tim 
yang minus tersebut. Menurut tinjauan hukum Islam pemotongan upah karyawan atas 
kerugian perusahaan tersebut dikarenakan keteledoran karyawan diperbolehkan, 
karena aturan yang didasarkan peraturan kerja secara lisan sebelum karyawan 
memulai kerjanya dan perjanjian tersebut telah memenuhi syarat dan rukun aqadnya. 
Dengan adanya peraturan tersebut juga dapat menimbulkan kemaslahatan antara 
kedua belah pihak baik perusahaan maupun karyawan, dimana kerugian tersebut 
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A. Penegasan judul 
Judul dijadikan sebagai kerangka awal dalam sebuah skripsi. Tidak dapat di 
pungkiri bahwa dalam membaca sebuah skripsi di lihat dari judulnya terlebih dahulu, 
ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan memudahkan dalam 
memahami skripsi ini. Untuk itu perlu adanya penguraian terhadap penegasan arti dan 
makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan 
tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul 
dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan suatu 
proses penekanan pada pokok permasalahan yang akan dibahas. 
Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, 
”Pemotongan Upah Karyawan Karena Kerugian Perusahaan Menurut 
Tinjauan Hukum Islam” (Studi di Fc Smart Jl Tengku Umar No 8 Bumi 
Kedaton Bandar Lampung). Untuk perlu diartikan pengertian dari istilah-istilah 
judul diatas sebagai berikut: 
1. Pemotongan merupakan proses pengurangan (mengurangi).
1
 Pengurangan 
upah/gaji karyawan atas kerugian perusahaan yang terjadi di Fc Smart Jln Tengku 
Umar No.8 Bumi Kedaton Bandar Lampung. 
2. Upah ialah bagian dari penghasilan masyarakat yang diberikan kepada para 
pekerja atas jasa-jasanya dalam produksi atau harga yang dibayarkan pengusaha 
                                                             
1
Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2011),h. 1096. 
2 
 
kepada para pekerjanya dalam penggunaan tenaga kerja mereka. Upah dapat 
diwujudkan dalam bentuk uang dan barang-barang.
2
 
3. Karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan 
sebagainya) dengan mendapat gaji (upah); pegawai; buruh; pekerja.
3
 
4. Kerugian adalah sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi (tentang kerusakan), 
menanggung atau menderita rugi.
4
 Dan kerugian ini terjadi dikarnakan keteledoran 
dari karyawan sendiri akan tetapi kerugian ini ditanggung oleh semua karyawan 
sehingga karyawan yang tidak melakukan keteledoran terkena untuk membayar 
kerugian tersebut. 
5. Perusahaan dijumpai dalam pasal 1 UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar 
Perusahaan yang menyatakan “Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang 
menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap serta terus-menerus didirikan, 
bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan 
memperoleh keuntungan/laba.
5
 Fc Smart Jln Tengku Umar No.8 Bumi Kedaton 
Bandar Lampung merupakan salah satu perusahaan perseorangan, atau disebut 
dengan perusahaan individu, adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki 
oleh satu orang, perusahaan perseorangan dapat berbentuk perusahan dagang/jasa.
6
 
                                                             
2
 G.Kartasapoetra Danny R. Agoes Rakhmat, Ilmu Ekonomi Umum (Bandung : Armico, 
1982), h.120. 
3 Ibid, h.645. 
4
 Dapertemen Pendidikan Nasional, Ibid, h. 
5
 Zaeni Asyhadie. Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, (Jakarta: Erlangga. 
2012), h.36. 
6
 Ibid, h. 37. 
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Fc Smart merupakan perusahaan yang menyediakan berupa barang/jasa kouta 
internet, pulsa listrik dan lain-lain. 
6. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan bagi Allah SWT dan 
sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia (mukallaf) yang diakui dan diyakini 
mengikat untuk semua yang beragama Islam.
7
 
B. Alasan Memilih Judul 
Ada beberapa alasan kenapa penulis memilih judul ini antara lain: 
1. Alasan Objektif 
Banyaknya persaingan dalam mencari pekerjaan, sehingga dalam dunia 
pekerjaan yang biasanya memiliki kesempatan antara pekerja dan pemberi jasa 
begitu sulit sehingga pekerja menerima apapun keputusan dari pemberi jasa. 
Sehingga dalam praktek upah mengupah yang terjadi di Fc Smart Jln Tengku 
Umar No 8 Bumi Kedaton Bandar Lampung dimana dalam upah atau gaji 
tersebut kurang dari nominal yang ditentukan di karenakan kerugian yang 
ditanggung oleh para karyawan, pelaksanaan upah ini dapat menimbulkan 
kerugian dan ketidakrelaan salah satu pihak. Meskipun hal tersebut 
mendatangkan kerelaan diantara keduannya, namun hal tersebut dapat 
mendatangkan kemudaratan karena adanya kerugian dari pihak pegawai 
sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam hukum Islam telah 
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 Syarifuddin, Amir, usul fiqh, cetakan kesatu, (Jakarta:PT.Logos Wacana Ilmu, 1997), h.5 
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ditetapkan bahwa syarat ijarah atau ujrah menyatakan kerelaan untuk 
melakukan akad ujrah sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. 
2. Alasan Subjektif 
a. Permasalahan yang ditiliti sangat berkaitan dengan ruang lingkup objek 
permasalahan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung. 
b. Judul yang diajukan dalam skripsi ini belum ada yang membahas, berdasarkan 
data dari jurusan, sehingga dapat memungkinkan penulis untuk mengangkat 
permasalahan ini sebagai judul. 
C. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk sosial yang harus senantiasa mengikuti aturan yang 
di tetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat duniawi ataupun 
ukhrowi sebab semua aktivitas akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di 
akhirat. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban 
diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadi bentrok antar berbagai 
kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam 
hidup bermasyarakat disebut dengan hukum mu’amalah.
8
 mu’amalah adalah 
peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam 
hidup dan kehidupan. Untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang 
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Berkaitan dengan hal ini Seperti yang terjadi di perusahaan Fc Smart, Jln 
Tengku Umar No 8, Bumi kedaton, Bandar Lampung merupakan sebuah perusahaan 
perseorangan yang terletak di Lampung dan merupakan perusahaan IT (informasi 
teknologi) dibidang paket data dan pulsa listrik maupun pulsa elektrik. Dan sistem 
upah atau gaji tersebut kurang dari nominal yang ditentukan faktor kerugian. 
Sedangkan kerugian tersebut ditangguhkan kepada para karyawan diperusahan FC 
Smart Bumi Kedaton Bandar Lampung, dikarnakan keteledoran salah satu karyawan. 
Pelaksanaan pengupahan terhadap karyawan diperusahaan Fc Smart Bumi 
Kedaton Bandar Lampung dilakukan setiap akhir bulan. Akan tetapi karena terjadi 
kesalahan karyawan maka setiap bulannya terjadi minus di perusahan tersebut 
sehingga terjadilah pemotongan upah terhadap karyawan. Adapun kondisi di 
Perusahaan tersebut sangatlah serba canggih karena sistem input barang 
menggunakan sistem komputer sehingga mempermudah karyawan dalam mengecek 
barang, akan tetapi banyaknya pemesanan semakin meningkat sehingga keteledoran 
karyawan ada saja di karena barang kurang atau salah kasih barang bahkan salah 
mengembalikan uang kembalian. Karena dalam hal ini menimbulkan kerugian oleh 
perusahaan tersebut dikarnakan banyaknya pelanggan yang komplen terhadap 
kesalahan atau keteredoran karyawan. tetapi perusahan itu tidak mengganti 
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kerugiannya namun  karyawan yang menanggung kerugiannya tersebut. Meskipun 
hal tersebut mendatangkan kerelaan diantara keduannya, namun hal tersebut dapat 
mendatangkan kemudaratan sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak 
dikarnakan kesalahan oleh oknum karyawan. Dalam hukum Islam telah ditetapkan 
bahwa syarat ijarah atau ujrah menyatakan kerelaan untuk melakukan akad ujrah 
sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. 
Upah merupakan sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya secara layaknya atas upah timbul dari perjanjian kerja. 
Perusahaan tersebut menerapkan sitem kontrak kerja terhadap semua karyawan. 
Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan. Kontak atau perjanjian 
adalah sebuah peristiwa hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana 
keduanya membuat pernyataan secara tertulis yang telah disepakati dan harus 
dipatuhi oleh kedua belah pihak sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata pada pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat.
10
 
Sedangkan apabila dilihat dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHP) syarat sahnya suatu perjanjian diantaranya adanya kesepakatan kedua belah 
pihak. Namun apabila syarat tidak terpenuhi salah satu pihak membuat kesepakatan 
dibawah tekanan atau paksaan, maka perjanjian itu dapat dibatalkan.
11
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Namun permasalahan yang sering terjadi di perusahaan Fc Smart Bumi 
kedaton Bandar Lampung yaitu saat pembayaran upah kepada karyawannya kurang 
nominal yang ditentukan sehingga kerugian perusahan tersebut karyawanlah yang 
bertangggung jawab. 
 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, mendorong penulis untuk lebih 
tau mendalam tentang mekanisme pembayaran upah kepada para karyawan, oleh 
sebab itu dilakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan “Pemotongan Upah 
Karyawan Karena Kerugian Perusahaan Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi di Fc 
Smart Jl Tengku Umar No 8 Bumi Kedaton Bandar Lampung)” 
D. Fokus Masalah 
Fokus masalah dalam skripsi ini berfokus bagaimana mekanisme 
pemotongan upah karena kerugian perusahaan, sehingga kerugian perusaahan 
ditanggung karyawan. Apakah sudah sesuai dengan syariat Islam yang benar atau 
belum. 
E. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana mekanisme pemotongan upah dilibatkan kepada karyawan atas 




2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang mekanisme pemotongan upah 
dilibatkan kepada karyawan atas kerugian perusahaan di FC Smart Jln Tengku 
Umar No.8  Bumi Kedaton Bandar Lampung? 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun yang menjadi rumusan masalah diatas bisa diambil tujuan dan 
kegunaannya sebagai berikut: 
1. Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme pemotongan upah dilibatkan 
kepada karyawan atas kerugian perusahaan di Fc Smart Jln Tengku Umar 
No.8 Bumi Kedaton Bandar lampung. 
b. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam tentang mekanisme 
pemotongan upah dilibatkan kepada karyawan atas kerugian perusahaan di FC 
Smart Jln Tengku Umar No.8  Bumi Kedaton Bandar Lampung. 
2. Kegunaan penelitian 
a. Secara teoritis penelitian ini sangat berguna untuk masyarakat, khususnya 
perusahaan Fc smart dalam sistem pengupahan (ijarah) dan menambah 
wawasan dan ilmu mengenai pengupahan yang baik dan benar menurut Syara’ 
b. Secara praktis, penelitian ini bermaksud untuk memenuhi syarat tugas akhir 
guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 





G. Signifikasi Penelitian 
Secara umum dikategorikan dua signifikansi atau manfaat penelitian 
yaitu diantaranya: 
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 
wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat mengenai 
sistem upah mengupah yang baik dan benar yang sesuai dengan syariat Islam. 
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk syarat memenuhi tugas akhir 
guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung. 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 
bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis 
data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, 
gejala atau isu tertentu.
12
 Adapun metode-metode yang diterapkan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut.   
1. Jenis Penelitian Data dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 
Penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung terhadap responden 
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dilakukan dilapangan atau dikancah kehidupan sebenernya.
13
 Dari segi datanya 
penelitian ini termaksud penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu 
penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data 
berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman 
mendalam dari fenomena tertentu yang diminati.
14
  
b. Sifat Penelitian 
Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu 
metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat proposal, 
gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, 
sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena 
tertentu.
15
 Sedangkan yang dimaksud dengan analitis yaitu suatu proses 
mengatur urutan data, mengorganisasikannya kesuatu pola, kategori, dan satuan 




2. Sumber Data 
Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.
17
 Adapun 
sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 
a. Data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan metode lapangan, 
yakni penelitian yang dilakukan  langsung dari hasil wawancara, pengamatan 
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dan penelaahan dokumen yang di terima dari responden atau objek yang 
diteliti.
18
 Data primer didapatkan dari observasi dan wawancara terhadap 
semua karyawan FC Smart Jl Tengku Umar No 8 Bumi Kedaton Bandar 
Lampung. 
b. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada 
pengumpul data. Data sekuder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang 
membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung 
dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi 
dengan permasalahan yang akan dikaji.
19
 Sumber data sekunder yang dipakai 
oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang 
penulis lakukan, antara lain: Al-Qur’an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, 
Skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung. 
3. Populasi dan sampel 
a. Populasi 
Keseluruhan objek penelitian atau keseluruhan manusia, dapat juga berbentuk 
gejala atau peristiwa yang mempunyai cirri-ciri yang sama, adapun populasi 
dalam penelitian ini adalah perwakilan dari karyawan Fc Smart bumi kedaton 
Bandar Lampung yang terdiri dari staff pulsa dan kouta yang kerdiri 10 
karyawan yang sudah lama di perusahaan. 
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Bagian atau wakil populasi yang diteliti.
20
 Dalam penetapan jumlah sampel 
dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode purposive sampling atau 
sampling yang poposive yaitu sampel yang terpilih dengan cermat hingga 
relavan dengan desain penelitian. Peneliti akan berusaha agar dapat sampel ini 
terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi yang terdiri 5 orang 
karyawan staff khusus perusahaan yaitu karyawan yang terkena potongan oleh 
perusahaan Fc Smart Jl Tengku Umar No8 Bumi Kedaton Bandar Lampung. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data mengandung makna pengumpulan data dengan 
menggunakan alat pengumpulan data-data tertentu. Sumber utama dari penelitian 
ini adalah aktifitas obyek penelitian lapangan yang merupakan data primer. 
Selain itu juga didapatkan dari data tambahan berupa dokumen file dan didukung 
dengan bahan-bahan kepustakaan lainnya. Untuk memperoleh data primer yang 
diinginkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut: 
a. Interview atau wawancara 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 
pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan digunakan 
sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi untuk 
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permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 
hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 
sedikit/kecil.
21
 Metode wawancara merupakan metode yang utama dalam 
penelitian ini, dalam hal ini penulis pertanyaan-pertanyaan yang akan 
ditanyakan kepada karyawan Fc Smart Jl Tengku Umar no 8 Bumi Kedaton 
Bandar Lampung. Yang terdiri dari 15 karyawan akan tetapi dimasa pandemik 
COVID19 ini peneliti hanya mewancarai sebagian yang terdiri 5 staf khusus 
perusahaan yaitu uni (oprasional manajer), Abdurahman (staff kouta), Riswan 
(staf gudang), bayu (staff pengecekan barang) Irwansyah (staff pulsa). Suatu 
pecakapan atau Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk 
berhadapan secara fisik dan diarahkan pada permasalahan tertentu. 
b. Observasi 
Menurut S. Margono Observasi diartikan sebagai pengamatan dan 
pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek 
penelitian.
22
 Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung 
sebab dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik, untuh 
dan akurat. Observasi dilakukan pada tiga waktu yaitu saat terjadi, proses 
kerja. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek 
penelitian. 
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Dokumentasi adalah menggumpulkan data dengan pengambilan data 
melalui dokumen-dokumen yang merupakan catatan, transkip, buku-buku, 
majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lainnya.
23
 Dalam hal ini penulis 
akan mencari data-data yang berkaitan dengan penulisan judul ini sebagai 
pendukung dari data wawancara. 
5. Metode Pengolaan Data 
Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah 
data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan data (Editing) kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi apakah 
data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah relavan 
dengan data penelitian dilapangan maupun dari studi literature yang 
berhubungan dengan objek penelitian. 
b. Penandaan data (Coding), pemberian tanda pada kata yang diperoleh, baik 
berupa penomoran atau simbol atau kata tertentu yang menunjukan golongan 
atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya. Dalam hal 
ini penulis mengklasifikasikan data sesuai masing-masing pokok 
pembahasan dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan 
untuk memudahkan analisa data. 
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c. Sistemating, melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan 
yang diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan 
klasifikasi data yang diperoleh.
24
 
6. Metode Analisis Data  
Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, 
yaitu diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai 
dengan pernyataan penelitiannya, kemudian dianalisa pula kata-kata apa yang 
melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu tidak seperti lainnya, 
disimpulkan (diberi makna oleh peneliti), dan diverifikasi.
25
 Motode penelitian 
kualitatif dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengemukakan analisis 
dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka. 
Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara 
deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai 
dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu 
kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam 
penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif 
yaitu metode analisis data yang bersifat khusus tersebut ditarik kesimpulan yang 
bersifat umum. 
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A. Akad dalam Islam 
1.  Pengertian Akad  
Dalam menjalankan bisnis, suatu hal yang sangat penting adalah masalah 
akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam 
syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad 
merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.
1
 Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian kesepakatan 




Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, Syafi’iyah, dan 
Hanabilah adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik 
bersumber dari keinginan atau pihak seperti wakaf, pembebasan, talak, atau 
bersumber dari pihak, seperti jual beli, ijarah, wakalah, dan rahn.
3
 
Kata akad berasal dari bahasa arab al-uqud dalam bentuk jamak disebut 
al-uquud yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, kata akad 
didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak 
                                                             
1 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah.(Jakarta: Prenadamedia.2012).h.71. 
2
 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 35 
3
 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 46 
2 
 
syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek 
perikatan. Rumusan akad diatas dapat mengindikasikan bahwa perjanjian harus 
merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang 
perbuatan yang akan dilakuakan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini 
diwujudkan, pertama dalam ijab qabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. 
Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.
4
 Akad adalah pertemuan ijab 
dan qabul sebagai peryataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan 
suatu akibat hukum pada objeknya.
5
 
2. Dasar Hukum Akad 
Ibnu Tarimiyah dalam al-fatwa al-kubra’ sebagaimana dikutip Hannan 
binti Muhammad Hudein Jastaniah berpendapat bahwa sesungguhnya akad itu 
harus ditepati karena syara’ sendiri mewajibkannya secara mutlak, terkecuali 
terdapat dalil yang mengkhususkannya.
6
 
Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalil-dalil menunjukan 
keumuman wajibnya memenuhi akad” adalah sebagai berikut: 
a. Surat Al-Maidah (5): 1 
             
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b. Surat Al-Imran (3): 76 
                 
Artinya: “(Bukan demikian), sebenernya siapa yang menepati janji (yang 
dibuat)nya dan bertakwalah, maka sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertakwa.”(Q.S. Al-Imran (3):76) 
 
c. Surat Al-Anfal (8): 58 
                              
Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) penghianatan dari suatu 
golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka 
dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berkhianat.”(Q.S. Al-Anfal (8): 58) 
3. Rukun Akad 
Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan 
unsur asas dari akad. Rukun akad tersebut adalah : 
a) Al-aqid atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan 
usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena 
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itu, orang gila dan anak kecil yang belum mumayyid tidak sah melakukan 
transaksi jual beli. 
b) Shigat atau perbuatan yang menunjukan terjadinya akad berupa ijab dan 
qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seorang 
yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, 
sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang 
diucapkan setelah adanya ijab.
8
 
c) Al-ma’qud alaih atau objek akad. Objek akad adalah amwal atau jasa yang 
dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak 
d) Tujuan akad itu jelas dan diakui syara’ dan tujuan akad itu terkait erat dengan 
berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya dalam akad ijarah tujuannya 
adalah memilki manfaat oleh pihak yang meminjam tanpa imbalan. Oleh 
sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad 
itu menjadi tidak sah.
9
 
4. Syarat-Syarat Akad 
a) Syarat terjadinya akad (in’aqad) 
Syarat in’aqad adalah syarat terwudujnya akad yang menjadikan akad 
itu sah atau batal menurut syara’. Apabila syaratnya terpenuhi maka akad itu 
sah, jika tidak maka akad itu menjadi batal. Syarat ini ada dua macam, yaitu : 
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1) Syarat umum yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad, meliputi 
shighat, aqid, dan ma’qud alaihi. 
2) Syarat khusus syarat yang dipenuhi pada sebagian akad, misalnya syarat 
yang harus dipenuhi pada murabah dan salam. 
b) Syarat sah akad 
Yaitu syarat yang ditetapkan oleh syara’ untuk timbulnya akibat 
hukum dari akad. Apabila syarat tersebut tidak ada, amaka akad menjadi 
fasid. Akan tetapi, tetap sah dan terwujud. Misalnya, dalam syarat jual beli 
disyaratkan terbebas dari ‘aib (cacat) barang.  
c) Syarat kelangsungan akad (nazaf) 
Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat, yaitu : 
1) Adanya kepemilikian atau kekuasaan. Orang yang melakukan akad adalah 
pemilik barang atau mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad. Apabila 
tidak ada kepemilikan atau kekuasaan, maka akad tidak biasa 
dilangsungkan, ia menjadi mauquf (ditangguhkan). 
2) Pada objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila ada hak orang lain 
didalam objek akad, maka akadnya mauquf, tidak nafiz. 
d) Syarat luzum 
Pada dasarnya setiap akad bersifat mengikat (lazim), seperti akad jual 
beli dan ijarah. Untuk lazimnya suatu akad disyaratkan tidak ada hak khiyar 
bagi para pihak yang memunkinkan di fasakkannya akad oleh salah satu pihak 
6 
 
yang berakad. Apabila didalam akad hak khiyar, maka akad tersebut menjadi 
tidak mengikat (lazim) bagi orang yang memiliki hal khiyar tersebut.
10
 
5. Jenis- jenis Akad 
Para ahli fikih membahas legalitas akad dari dua aspek mendasar, yaitu 
a. Akad yang legal (sah) 
1) Bentukan dasar akad yang legal, yaitu akad yang memenuhi unsur-unsur 
dasarnya (rukun dan syarat akad/ shigaht, pelaku akad, objek akad dan 
tujuan akad) 
2) Sifat akad yang legal, yaitu akad yang tidak mengandung sifat-sifat yang 
dilarang oleh syara’ 
b. Akad yang tidak legal 
1) Bentuk dasar akad yang tidak legal yaitu akad yang tidak memenuhi salah 
satu unsur-unsur dasarnya (rukun dan syarat akad/shigat, pelaku akad dan 
tujuan akad. 
2) Sifat akad yang tidak legal, yaitu akad yang memiliki sifat-sifat yang 
dilarang syara’ seperti beberapa sifat akad yang menyebabkan sah dan 
tidaknya akad. 
Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan, bahwa legalitas suatu akad itu 
adakalanya terkait pada rukun dan syarat akad, dan ada kalanya terikat pada sifat-
sifat yang harus dipenuhi
11
.  
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6. Asas Berakad 
a. Asas Ibadah (mabda’ al-iabadah) 
Asas ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat 
secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “pada asasnya segala sesuatu 
itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.” Asas ini merupakan 
kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, 
untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang 
sah adalah bentuk-bentuk yang disebut dalam dalil-dalil Syariah.  
b. Asas Kebebasan Berakad (mabda’hurriyyah at-Taáqud) 
Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu prinsip hukum yang 
menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat 
kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Syariah dan 
memasukan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan 
kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan batil. 
c. Asas Konsensualisme (mabda’ar- Radhaíyyah) 
Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu 
perjanjian cukup dengan terciptanya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu 
dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya 
perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual. 
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d. Asas Janji itu Mengikat 
Dalam Al-Quran dan Hadist terdapat banyak perintah agar memenuhi 
janji. Dalam kaidah ushul Fiqih, “perintah itu pada asasnya menunjukan wajib” 
e. Asas Keseimbangan (Mabda’at-Tawazun fi al-muáwadhah) 
Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak 
dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya 
keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang 
diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. 
f. Asas Kemaslahan (Tidak Memberatkan) 
Dengan asas kemasahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh 
para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak 
boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan 
(masyaqqah) 
g. Asas Amanah 
Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah 
beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan 
salah satu pihak mengekploitas ketidaktahuan mitranya. 
h. Asas Keadilan 
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Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. 
Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Alquran yang 
menegaskan, “berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
12
 
7. Sebab-Sebab Berakhirnya Akad 
a. Berakhirnya akad dengan fasakh 
Yang dimaksud dengan pemutusan (fasakh) kontrak disini adalah “melepaskan 
perikatan kontrak” atau “menghilangkan atau menghapuskan hukum kontrak 
secara total seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi.”  
Fasakh itu terjadi karena hal-hal berikut: 
1. Akad yang tidak lazim (jaiz) adalah akad yang memungkinkan pihak-pihak 
akad untuk membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang 
lain, selamat tidak terkait hak orang lain. Tetapi jika pembatalan ini 
merugikan pihak lain (mitra akad) dan melanggar kesepakatan, maka tidak 
boleh difasakh. 
2. Fasakh dengan sebab Khiyar (pilihan). Terhadap orang yang punya hak 
khiyar boleh men-fasakh-kan akad. Tetapi pada khiyar aibi (aib) kalau sudah 
serah terima menurut Hanafiyah tidak boleh men-fasakh-kan akad melainkan 
atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim. 
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3. Fasakh dengan Iqalah (pilihan). Apabila salah satu pihak yang berakad 
merasa menyesal dikemudian hari maka dia boleh menarik kembali akad 
yang telah terlaksana berdasarkan kerelaan pihak lain.  
4. Uyub ridha (cacat ridha) 
5. Syarat dan sebab fasakh 
Sebuah kontrak boleh dilakuakan fasakh apabila syarat-syarat berikut: 
a) Kontrak yang akan fasakh harus bersifat mengikat apabila terpenuhi belah 
pihak, yaitu kontrak yang berbentuk pertukaran (muawadhah) 
b) Pihak yang berkontrak melanggar atau tidak dapat memenuhi syarat yang 
ditetapkan dalam kontrak. Jika salah satu pihak melanggar syarat atau 
ketentuan kontrak yang telah disepakati atau tidak dapat memenuhi 
kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan kontrak, seperti barang yang 
disewakan mengalami kerusakan dan pembeli tidak mampu membayar harga 
barang yang dibeli, pihak yang lain boleh meminta agar kontrak difasakh, 
diputuskan. 
c) Dalam kontrak tidak terpenuhi unsur kerelaan. Jika salah satu pihak tidak 
rela dengan cacat yang terdapat pada objek kontrak atau kerelaannya untuk 
melakukan kontrak tidak terpenuhi secara maksimal, misalnya disebabkan 
terjadi ghalath (keliruan), ikrah (pemaksaan) dan tadlis (penipuan), ia 
11 
 
memiliki hak untuk meminta agar kontrak di fasakh, baik atas dasar kerelaan 
pihak yang lain maupun melalui putusan hakim.
13
 
b. Berakhirnya akad karena kematian 
Akad yang berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad 
diantaranya adalah ijarah. Menurut Hanafiyah ijarah berakhir dengan sebab 
meninggalnya salah seorang yang berakad karena akad ini adalah akad lazim 
(mengikat kedua belah pihak). Sedangkan menurut para ulama selain Hanafiyah 
akad ijarah  tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu dari kedua orang 
yang berakad. Begitu juga dengan akad rahn, kafalah, syirkah, wakalah, 
muzaraáh dan musaqah. Akad ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang 




1. Pengertian Ijarah  
Ijarah berasal dari kata al-ajru, berarti al-iwadh (upah atau ganti). 
Wahbah al-Zuhaily menjelaskan ijarah menurut bahasa yaitu bai’al-manfaah 
yang berarti jual beli manfaaat. Sementara ijarah menurut istilah adalah: “akad 
yang lazim atas suatu manfaat pada waktu tertentu dengan harga tertentu”
15
 
Ijarah adalah istilah dalam fiqih Islam dan berarti memberikan sesuatu 
untuk disewakan. Menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad untuk 
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mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya ijarah adalah 
penjualan manfaat.
16
 Ijarah atau sewa dapat dipakai sebagai bentuk pembiyaaan, 
pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiyaan pembayaran, tetapi 
merupakan pembiayaan aktivias usaha seperti jual beli. Individu yang 
membutuhkan pembiyaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana  
Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad berisi penukaran manfaat 
sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.
17
 Ada 
beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan oleh para Ulama fiqih, antara lain 
adalah sebagai berikut: 
1. Menurut Ulama Hanafiyah bahwa ijarah ialah “akad untuk membolehkan 
pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang 
disewakan dengan imbalan.” 
2. Menurut Ulama Malikiyah ijarah ialah “nama bagi akad-akad untuk 




3. Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddiqie bahwa ijarah ialah “akad yang 
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4. Para Ulama Syafi’iyah mendefinisikan bahwa “ijarah yaitu suatu akad atas 
manfaat yang diketahui dan sengaja, yang diterima sebagai pengganti dan 
kelebihan, dengan penggantian yang diketahui dengan (jelas).”
20
 
Berdasarkan definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah 
adalah suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang 
mua’jir oleh seorang musta’jir yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan 
pengganti (kompensasi/upah). Jadi dapat dipahami bahwa al-ijarah adalah 
menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam Bahasa Indonesia berarti sewa 
menyewa dan upah mengupah. 
2. Dasar Hukum Ijarah 
Pada dasarnya akad ijarah adalah akad yang berbentuk sewa-menyewa 
maupun upah mengupah. Akad ijarah tidak jauh berbeda dengan akad-akad 
muamalah lainnya seperti mudharobah, musyarakah, musaqoh, gadai, jual beli, 
dan lain-lain yang memiliki hukum asal mubah (boleh), kecuali ada dalil yang 
melarangnya.
21
 Ulama bersepakat bahwa ijarah diperbolehkan. Ulama 
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a. Surat At-Talaq ayat 6 
                     
Artinya:”.Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka 
berikanlah kepada mereka upahnya (Q.S At-Talaq : 6) 
b. Surat Al-Baqarah ayat 233 
                          
                        
Artinya “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak 
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 
yang patut. Dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
Allah melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah:233) 
Dalil di atas menjelaskan tentang diperbolehkannya akad ijarah. 
Pendapat Ibnu Khatsir terkait hal ini yaitu apabila kedua orangtua telah 
bersepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain sepanjang mereka 
mau memberikan upah yang patut dan layak maka menyewa jasa orang lain 
untuk menyusui anak kita dipebolehkan.
23
 Pendapat tersebut memperjelas 
bahwa jika tidak mampu bekerja, diperbolehkan menyewa jasa orang lain 
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dengan catatan harus memberikan upah. Upah diberikan atas jasa yang telah 
diberikan, sehingga sudah selayaknya berkewajiban untuk menunaikan 
pembayaran yang patut dan layak pula untuk diterima. 
c. Surat Az-Zukruf ayat 32 
                        
                          
           
Artinya:”Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-mu? Kami-lah 
yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan 
kami telah meninggalkan sebagian yang lain beberapa derajat, agar 
sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan 
rahmat Tuhan-mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S. 
Az-Zukhruf:32).  
“saling mempergunakan” memiliki arti “supaya kita bisa saling 
mempergunakan satu sama ;lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, Karena 
diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain” Dalam hal ini manusia 
sering membutuhkan sesuatu yang tidak kita miliki tetapi orang lain 
memilikinya, sehingga orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan 





2) Hadits  
1. Hadits tentang pembayaran upah 
ثٌَة أَنَا َثَل قَاَل قَاَل اهلُل ْيِو َوَس  َم ى اهلُل َعَ  ََّ  ِبي اهلُل َعْن الن رََة َرِضَي يْ ُىرَ ِبْ ْن أَ عَ 
َوَرُجٌل َكَل ََثََنُو ا َفأَ ُحر  َر َوَرُجٌل بَاَع ى ِبْ ُُث  َغدَ َمِة َرُجٌل أَْعطَ اْلِقَيايَ ْوَم َخْصُمُهْم 
ِِ َأِجي ْرًا فَاْستَ ْوفَ اْسَتْأَجَر  ْْ ْ يُ   َأْجرَُه   ِمْنُو َوَ
 
Artinya : Dari Sa’id dari Abu Hurairah R.A dari Nabi SAW, beliau 
bersabda: Ällah SWT berfirman, tiga golongan, aku menjadi 
musuh mereka pada hari kiamat; (1) orang yang memberi atas 
nama-Ku kemudian melanggar atau menghianatinya, (2) orang 
yang menjual orang yang merdeka lalu memakan harganya, (3) 
dan orang yang mengupah pekerja lalu menyuruh untuk 




Hadist di atas yang berkaitan dengan pembayaran upah yaitu pada 
poin terakhir, karena apabila telah memperkerjakan atau mengambil 
manfaat orang lain tanpa memberikan upah hal tersebut disamakan 
dengan memakan harta orang lain, yang seolah-olah telah 
memperbudaknya. 
2. Hadits tentang penentuan upah 
ٍْْد  اِبْ رَاِىْيَم ْبنُ َىاُرْوَن َأْخبَ رَنَا يَزِْيُد ْبُن َة ثَ َنا ْبُن َأِبْ َشْيبَ ُعْثَماُن َحَدثَ َنا  َعْن َس
, َعْن ُُمَم ِد ْبِن َعْبِدالر ْْحَِن ِىَشامِ ِث ْبِن احلَارِ  ْبنِ َعْبِدالر ْْحَِن َمَة ْبِن ْبِن ِعْكرِ  ُُمَم دِ 
ِْيْ لَبِ  ْبِن َأِب  ْْدٍ ْيَبَة, َعْن َس َُسي ِب َعْن َس
َعَ ى  ُنْكرِْي اأَلْرَض ِبَاقَاَل : ُكن ا  ِد ْبِن ادل
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َاِء ِمن ْهَ ِمَن الز رِْع َوَماسَ َواِقْي الس  
 ََّ  ى اهلُل َعَ ْيِو َوَس  مَ  اهللِ  ُسْولُ رَ َهانَا فَ نَ ا, َِْد بِادل
 داود(َىٍب َأْو ِفض ٍة )رواه ابو ِبذَ ُنْكرِيَ َها ْن أَ  , َوأََمرَنَاَعْن َدِلكَ 
 
Artinya : diriwayatkan dari ustman bin Abi Saibah, diriwayatkan dari 
Yazid bin Harun mengabarkan kepada kita Ibrahim bin Said 
dari Muhammad bin Ikrimah bin Abdurahman bin Haris bin 
Hisyam, Abdurahman bin Abi Laibah dari Saíd bin Al-
musayyab dari Said bin Abi Waqas ra. Ia berkata: dahulu kami 
menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang 
tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan 
memerintahkan kami agar membayar dengan uang emas atau 
perak” (HR. Abu Daud)
25
 
Hadist di atas memberikan gambaran tentang praktek pengupahan 
dibayarkan dengan hasil panen mereka, dan kemudian Rasulullah SAW 
melarangnya dan disuruh mengganti upah sewa tersebut berupa emas dan 
perak. Hal ini menunjukan bahwa akad ijarah telah diperaktikan oleh 
Rasulullah telah memberinya aturannya, sehingga akad ijarah sah dilakukan 
dan dibenarkan  
3. Hadits tentang penentuan standar upah  
ِْْيِد اخلُدْ  ي اَن  َعْن َأِِب َس اأَلِجي َْر  ارِ ِتْئجَ نَ َهى َعِن اسْ َوَس  َم َعَ ْيِو الن ِبي َََّل اهلُل ِر
َ َحَّت    احلََْجرَ  اِْلَقاءِ ال  ْمِس وَ الَنْجِش وَ َعِن لَُو َاْجرَُه وَ يُ بَ ِّيي
 
Artinya : “Dari Abu Sa’id Al-Khudry, bahwasannya Rasulullah SAW telah 
melarang seseorang untuk memperkerjakan seorang sehingga 
dijelaskan kadar upahnya, beliau juga melarang dual beli najasy 
                                                             
25
 Imam Abu Daud, Sunah Abu Daud, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1996) h.84 
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(dual beli rekayasa untuk menarik para pembeli yang lain) lean 
melarang jual beli ilqa’hajar (sepekulasi Dengan melempar 
terhadap barang yang mau dibeli) (H.R Ahmad 11139, 11222, 




Hadist di atas menjelaskan bahwa jika seorang ingin 
memperkerjakan orang untuk bekerja harus menjelaskan upahnya secara 
rinci. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kejelasan upah yang akan 
diterima pekerja dan menghindari masala-masalah yang akan timbul 
dikemudian hari. 
3) Ijma 
Umat Islam pada masa sahabat telah ber-ijma bahwa ijarah 
diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia
27
 dan Ibnu Qudamah 
menambahkan ulama dari seluruh generasi dan di seluruh negeri telah 
bersepakat bahwa ijarah diperbolehkan.
28
 
Dan ketiga sumber hukum yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma 
semakin memperjelas bahwa akad ijarah dalam hal upah-mengupah 
hukumnya diperbolehkan apabila telah sesuai dengan hukum Islam. 
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 Muhammad Abduts Salam Tsafi, Musnad al-Imam Ahmad Ibnu hanbali, Juz iii, (Beirut : 
Darul Kutub Al-Ilmiyah) h.84. 
27
 Rachmat Safi’I, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) h. 124. 
28
 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar dkk, Miftahul Khairi Ensiklopedi Fiqh Muamalah 
dalam pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 316. 
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3. Jenis-Jenis Ijarah 
Ada dua jenis ijarah  dalam hukum Islam, yaitu: 
1) Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkejakan jasa 
seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang 
mempekerjakan disebut musta’jir, pihak pekerja disebut ajir, upah yang 
dibayarkan disebut ujrah. 
2) Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau property, yaitu memindahkan 
hak untuk memakai dari aset atau property tertentu kepada orang lain dengan 
imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) di bisnis 
konvensial. Pihak yang menyewa (lesee) disebut Mustajir, pihak yang 




Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan ijarah itu senantiasa 
diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang 
tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud-maksud 
mulia yang diinginkan agama. Dalam kerangka ini, ada beberapa hal yang 
perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan aktivitas ijarah yakni : 
a. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan 
sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh 
dilakukan akad ijarah oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar 
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 Ibid, h.99. 
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keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang 
berakad atau dari pihak lain. Ketentuan umum ini dapat dilihat pada firman 
Allah dalam surat An-Nisa ayat 29. 
b. Didalam melakukan akad tidak boleh adanya unsur penipuan, baik yang 
datang dari mua’jir ataupun dari musta’jir. Banyak ayat ataupun riwayat 
yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu 
dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan ini merupakan salah suatu 
sifat yang amat dicela agama. Dalam rangka ini, kedua pihak yang 
melakukan akad ijarah pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai 
akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalam berijarah, sehingga 
diantara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan 
perselisihan di kemudian hari. 
c. Sesuatu yang dijadikan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan 
sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka obyek 
yang menjadi sasaran transaksi dapat diserah terimakan, berikut segala 
manfaatnya. 
d. Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi ijarah mestilah berupa 
sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama 
tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau pemburuhan terhadap 
sesuatu perbuatan yang dilarang agama; seperti tidak boleh menyewakan 
rumah untuk perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak 
penyewa atau yang menyewakan. Demikian pula tidak dibenarkan 
21 
 
menerima upah atau memberi upah untuk sesuatu perbuatan yang dilarang 
agama. 
e. Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah mestilah berupa sesuatu yang 
bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan 
kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan ijarah biasa saja berupa 
benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa 
pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah asalkan 
dilakukan atas kelelaan dan kejujuran.
30
 
4. Berakhirnya Ijarah 
Setiap transaksi dalam ijarah tentunya ada batas waktu yang telah 
disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian 
yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang 
ditentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad ijarah adalah 
sebagai berikut: 
a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang 
disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan maka 
semua barang sewaan tersebut dalam harus dikembalikan kepada 
pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera 
dibayar upahnya. 
b. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena 
akad ijarah, menurut mereka tidak biasa diwariskan. Akan tetapi menurut 
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 Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002). H. 36. 
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jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang 
bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan ijarah 
sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad. 
c. Menurut ulama hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak seperti 
rumah yang disewakan disita Negara karena terkait dengan utang yang 
banyak, maka transaksi ijarah batal. Masalah-masalah yang dapat 
membatalkan transaksi ijarah menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu 
pihak bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa, suatu contoh apabila ada 
seseorang yang dibayar untuk menggali atau ngebor air bawah tanah, 
sebelum pekerjaannya selesai, penduduk desa itu pindah kedesa lain. Beda 
dengan jumhur ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi ijarah 
hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud 
tidak ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.
31
   
C. Upah  
1. Pengertian upah 
Upah menurut istilah terminologi, upah adalah mengambil manfaat 
orang lain dengan jalan memberikan imbalan menurut syarat-syarat tertentu. 
Upah adalah pemberian imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah 
diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu 
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 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h.238. 
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diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.
32
 Secara etomoligis, al-
ju’lu berarti upah. Ja’altu lahu ju’alan artinya aku membuat upah untuknya. 
Ji’alah juga dapat dibaca ja’alah. Ibnu Faris menyetakan bahwa al-ja’alu, al-
ja’alah artinya sesuatu yang ia lakukan.
33
  
Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi 
pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.
34
 Dari 
pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan 
kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi 
lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah 
adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. 
2. Hukum Upah 
Dasar dasar hukum atau rujukan ijarah/upah adalah Al-Qur’an Al-
Sunnah, Al-Ijma.  
a. Dasar hukum Al-Qur’an merupakan sendi dan rujukan pertama bagi semua 
dalil dan hukum Syari’at, merupakan undang-undang dasar, sumber dari 
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 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah. (Jakarta: Prenadamedia.2012).h.311. 
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segala sumber dan dasar dari semua dasar.
35
 Dasar hukum ijarah/upah dari 
Al-Qur’an adalah : 
                     
Artinya : “jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah 
mereka” (Al-Thalaq:6)  
                           
Artinya : Salah satu dari wanita itu berkata :” Wahai bapakku ambillah dari 
sebagian pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan 
pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya (Al-Qashash : 
26) 
Akad ijarah dibolehkan dalam hukum Islam. Dalilnya adalah Q.S 
Yusuf (12): 72: 
                     
Artinya : “penyeruh-penyeruh itu berkata : “kami kehilangan piala raja dan 
siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan 
makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”  
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b. Dasar hukum Hadist merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-
Qur’an, berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi’liyah) 
dan sikap diam (sunnah taqriyah atau sunnah sukutiyah) Rasullah yang 
tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadist.
36
 Hadist Riwayat Abu Sa’ad 
al-Khudry r.a. bahwa sejumlah sahabat Rasulullah SAW mendatangi 
sebuah perkampungan arab, namun penduduknya tidak menerima mereka 
sebagai tamu. Ketika itu, pemimpin mereka digigit ular (atau disengat 
serangga). Lalu mereka bertanya, “apakah diantara kalian ada yang ahli 
rukiyah?” para sahabat menjawab, “kalian tidak mengakui kami sebagai 
tamu maka kami pun tidak berbuat apa-apa pada kalian, kecuali kalian 
memberikan imbalan. Lalu, mereka menjanjikan sejumlah kambing (kira-
kira 30 ekor) kepada para sahabat sebagai upah. Seseorang sahabat mulai 
membaca surat al-Fatihah, kemudian ia mengumpulkan ludah dan 
diusapkan (pada bagian yang terluka). Lalu, orang itu sembuh dan 
merekapun memberikan sejumlah kambing itu kepada para sahabat. 
Namun, para sahabat berkata, “kami tidak akan mengembalikan kambing-
kambing tersebut sampai kami bertanya kepada Rasulullah SAW.” Beliau 
tertawa dan bersabda, “kalian tahu dari mana bahwa surat itu adalah 
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َر َأْجرَُه قَ ْبَل اَْن يَِ    َّف  ُعرُقُوُ أُُعُطْوا اآَلِجي ْ
“berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” 
(Riwayat Ibnu Majah). 
Hadist Nabi SAW yang menyuruh umatnya untuk memberikan upah 
sebelum kering keringatnya mengandung dua hal penting, yaitu: 
1.Sebagai pekerja, seseorang dituntut harus menjadi pekerja keras, 
professional, dan sunguh-sunguh. Hal ini disyaratkan secara simbolis 
Dengan perkatan Rasululah “pekerjaan yang mengandung keringat.” 
2.Upah diberikan repat waktu sesuai dengan tingkat pekerjaan yang 
dilakukan. Seseorang tidak boleh diekspoitasi tenaganya sementara haknya 
tidak diberikan repat waktu.
38
 
Buruh atau karyawan mempunyai hak-hak sebagaimana yang dimiliki 
oleh majikan, sebagai konsekuensi sama-sama sebagai manusia. Majikan 
tidak boleh melakukan ekspoitasi (menzalimi) buruh, dan harus memberikan 
haknya begitupun Dengan buruh staf karyawan harus bekerja keras sesuai 
kesepakatan kerja. 
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3. Rukun-Rukun Upah 
Rukun Upah ada empat yaitu : 
a) Aqidaini (dua orang yang berakad) yaitu mu’jir dan musta’jir ialah orang 
yang melakukan akad upah-mengupah. Mu’jir adalah orang yang 
menerima upah dan yang menyewakan, musta’jir adalah orang yang 
menerima upah untuk melalukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu, 
disyaratkan pada mu’jir dan musta’jir adalah baligh, berakal, cakap 
melakuka tasharuf (mengendalikan harta), dan saling meridhai. 
b) Shighat yaitu orang yang melakukan ijab dan qobul (serah terima), baik 
diungkapkan dengan ijab dan qobul atau cukup dengan ijab saja yang 
menunjukan qobul dari pihak lain (secara otomatis). Keinginan kedua belah 
pihak itu hal yang tidak nampak atau tersembunyi, maka harus 
diungkapkan dengan sighat atau ijab qobul. Jika sudah terjadi ijab qobul 
sesuai dengan syarat-syarat sahnya, maka akad dan kesempatan antara 
kedua belah pihak sudah terjadi dan setiap pihak terikat dengan hak-hak 
dan kewajiban yang disepakati.
39
 
c) Manfaatnya (Pekerjaan) untuk mengontrak seorang musta’jir harus 
mengetahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh sebab itu 
jenis pekerjaan yang harus dikerjakan, sehingga tidak pergi, karena 
transaksi upah yang masih pergi hukumnya adalah fasid. 
                                                             
39
 Oni Sahroni, M. hasanuddin, Fiqih Muamalah……, h,27-28 
28 
 
d) Upah yaitu sesuatu yang menjadi objek dalam upah mengupah atau sesuatu 
yang dikerjakan adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama Islam. 
Adapun syarat-syarat dalam pembayaran upah (ujroh) adalah sebagai 
berikut: 
1) Tidak berkurang nilainya. 
2) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus 
ditentukan dengan pasti terlebih dahulu. 
3) Adanya manfaat yang jelas. 
4) Ma’qud alaihi (barang yang menjadi objek) ialah sesuatu yang 
dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang 
telah dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat 




Upah sah dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan izin 
melakukan pekerjaan dengan bayaran tertentu.
41
 
4. Syarat-Syarat Upah 
a) Pekerjaan yang diminta dikerjakan adalah mubah. Tidak sah transaksi upah  
pada sesuatu yang tidak mubah, seperti khamar. 
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b) Upah berupa harta yang diketahui jenis dan ukurannya karena upah yang 
tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan transaksi upah. 
c) Upah harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh peminta upah 
d) Pekerja menyelesaikan pekerjaan yang diminta dalam ijarah dan 
menyerahkannya kepada yang menyuruhnya.
42
 
5. Penentuan upah 
Persoalan upah ini amat penting karena ia memengaruhi masyarakat 
secara keseluruhan. Jika para pekerja tidak mendapat upah yang memadai, hal itu 
tidak hanya akan memengaruhi nafkahnya saja, melainkan juga daya belinya. 
Berbagai teori dikemukakan oleh para ahli ekonomi modern mengenai penentuan 
upah ini. Menurut subsistence Theory upah cenderung mengarah ke suatu tingkat 




Islam menawarkan sebuah solusi yang bamat masuk akal mengenai hal 
ini, didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik 
majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara 
yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun, dengan tetap 
mengingat ajaran Islam berikut ini : 
1) Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS Al-Baqarah: 279) 
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2) Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan,…(QS. An-Nahl : 90) 
3) Abu Dzar mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda: “mereka (budak atau 
pembantu) adalah saudara-saudara kalian. Allah telah menetapkan mereka 
dibawah kekuasaanmu, berilah mereka makan seperti makananmu, berpakaian 
seperti pakaianmu, dan janganlah mereka kalian bebani dengan pekerjaan 
yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Jika kalian menyuruhnya bekerja 
berat, maka bantulah dia.” (Bukhari dan muslim) 
Demikianlah, pekerja maupun majikannya harus memperlakukan satu 
sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan dan hamba. Mereka tidak boleh 




Merujuk pada keterangan diatas, diajukan kepada kita saling tolong 
menolong dalam hal kebaikan seperti halnya memberi pekerjaan kepada orang 
lain dan memberikan upah kepada yang berhak menerimanya. Upah adalah 
menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah 
(terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan 
memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian 
yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada 
seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan 
bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.
45
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Upah haruslah dibayarkan sebagaimana tertuang jelas dalam surat Ali-
Imran: 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang berkerja harus dihargai dan diberi 
upah. Apabila tidak memenuhi upah bagi para pekerja ialah suatu kezaliman 
yang tidak disukai Allah SWT. Upah diberikan atas manfaat yang telah 
diberikan, oleh karenanya sudah selayaknya seorang pekerja mendapat upah 
yang layak dan sesuai. Karena telah ditetapkan kepada manusia (majikan) untuk 
bersikap adil, berbuat baik kepada pekerjanya yang telah memberikan jasa dan 
memiliki andil yang besar terhadap kelancaran usaha dan kesuksesannya.
46
 Dan 
oleh karena itu seorang pekerja juga harus memenuhi kewajibannya, melalukan 
pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan. 
Maka, jika tejadi suatu peristiwa yang menuntut penyelesaian status 
hukumnya, pertama-tama intelektual hukum Islam melacak dan 
mengidentifikasikannya dalam nash (Al-Quran dan Sunnah), jika ditemukan 
hukumnya maka diamalkan sesuai dengan ketentuan nash tersebut, jika tidak 
maka diidentifikasikan apakah ada ditentukan konsensus ulama tentang hal itu. 
Selanjutnya, jika konsensus ulama tidak ditemukan maka digunakan qiyas, 
dengan menganalogikannya dengan peristiwa yang sejenis. Jika qiyas juga tidak 
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mampu menyelesaikan masalah maka diterapkan metode istihsan. Akhirnya, jika 
istihsan tidak bisa menyelesaikan maka digunakan maslahah mursalah.
47
  
6. Bentuk upah 
Bentuk upah yang diterima pekerja umumnya dalam bentuk uang. Tetapi 
dalam undang-undang dijelaskan bahwa yang dimaksud upah adalah: 
1) Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 
imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 
peraturan undang-undangan. Termasuk tunjangan bagi pekerja dan jasa yang 
telah atau akan dilakukan.
48
 
2) Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu 
pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan, dinyatakan 
dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian dalam suatu 
perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, dan dibayarkan atas suatu 
perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan abik 
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7. Pembayaran upah dan sewa 
Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya 
pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah 
berlangsung da tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan 
penanggungnya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara 
beransur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi’I dan 
Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu’jir 
menyerakhan zat benda yang disewa kepada musta’jir,  ia berhak menerima 
pembayarannya karena penyewa (musta’jir) sudah menerima kegunaan.
50
 Hak 
menerima upah bagi musta’jir adalah ketika pekerjaan selesai dikerjakan balasan 
kepada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW Bersabda: 
 ُعُرقُهُ أُُعطُْوا اآلَِجْيَر أَْجَرهُ قَبَْل اَْن يَِجفَّ 
“berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (Riwayat 
Ibnu Majah). 
8. Tata cara pembayaran upah menurut peraturan pemerintah No.8 Tahun 
1981 tetang perlindungan upah 
a. Bila tempat pembayaran upah tidak ditentukan dalam perjanjian atau 
peraturan perusahaan, maka pembayaran upah dilakukan ditempat buruh biasa 
bekerja, atau kantor perusahaan (pasal 16) 
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b. Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dilakukan seminggu sekali 
atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk 
waktu kurang dari satu minggu (pasal 17) 
c. Bilamana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka 
pembayaran upah disesuaikan dengan ketentuan pasal 17 dengan pengertian 
bahwa upah harus dibayar sesuai dengan hasil pekerjanya dan atau sesuai 
dengan jumlah hari atau waktu dia bekerja (pasal 18) 
D. Tinjauan Pustaka 
Adanya dilakukan tinjauan pustaka ini dengan bertujuan untuk 
menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian. Terdapat beberapa 
penelitian terdahulu mengenai upah-mengupah diantaranya adalah: 
1. Ria Astuti “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) 
Bagi Pegawai PT BUDI LAMPUNG SEJAHTERA (BLS) (studi Kasus Pada 
Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakauan 
Ratu, Bandar Lampung, 2018). Penelitian ini termasuk penelitian lapangan 
(field research) dan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan 
(library research) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. 
Berdasarkan penelian yang digunakan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam 
sistem pengupahan yang dilakukan oleh perusahaan PT Budi Lampung 
Sejahtera (BLS) belum sesuai dengan ketetapan hukum Islam ataupun 
menurut ketetapan pemerintah karena sistem pembayaran upah pegawai tidak 
35 
 
mencukupi kebutuhan hidup pegawai, apa lagi kadang terjadi keterlambatan 
membayar upah pegawai yang menimbulkan aksi pegawai.
51
 
2. Pegi Prihantini, Perpektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja 
(Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati Bandar Lampung, 
Bandar Lampung, 2019) jenis penelitian ini merupakan penelitian field 
research yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara 
terhadap responden yakni 1 orang pemilik Panglong Kayu Jaya Abadi dan 7 
orang pekerja panglong Kayu Jaya Abadi. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
ditemukan bahwa 1. Sistem pemotongan upah pada panglong Kayu Jaya 
Abadi Untung Suropati Bandar Lampung adalah sipemilik panglong tidak 
memberitahu kepada pekerja bahwa ada pemotongan upah untuk akomondasi. 
Pada pekerja merasa tertipu dengan adanya pemotongan tersebut, tetapi 
karena dia orang yang tidak mampu dan jika mencari pekerjaan ditempat lain 
juga susah, akhirnya seberapa upah yang dikasih oleh pemilik panglong 
diterima saja dari pada kehilangan pekerjaan. 2. Perpektif hukum Islam 
terhadap pemotong upah tersebut adalah haram karena terdapat unsur 
penipuan dan tidak terpenuhi akad, dalil Al-Qur’an surat Al-Maidah (5) ayat 1 
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yang menjelaskan orang yang beriman kesepakatan, adapun QS An-Nisa’ (4) 
ayat 29 yang menjelaskan haram hukumnya memakan harta secara batil.
52
 
3. Wiken Widya Ningrum, Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik 
Jasa Pemeriksaan Barang elektronik Tanpa Akad Di Awal (Studi Kasus di 
Toko Elektronik Rva Komputer Simpur center Bandar Lampung, Bandar 
lampung, 2019) penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 
sifat penelitian adalah deskriptif analitis, sumber datanya adalah data 
lapangan, metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir 
induktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik upah-mengupah 
tanpa akad diawal tersebut adalah haram dan dilarang dalam hukum Islam, 
sebab menarik keuntungan yang tidak disetujui dan tidak diketahui oleh salah 
satu pihak bahwa adanya biaya tambahan yang diharuskan untuk dibayar. Hal 
ini yang membuat sebagian konsumen tidak menyetujui terhadap prosedur 
yang ditetapkan sebab apapun biaya yang akan dikeluarkan akan lebih baik 
jika kedua pihak sama-sama mengetahui dan menyetujui secara bersamaan, 
hal ini untuk menghindari pemaksaan terhadap konsumen dan juga 
mempererat tali silaturahmi antar sesama makhluk sosial di bumi ini yang 
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Dalam hal ini banyak penelitian terdahulu yang membahas 
permasalahan mengenai upah-mengupah. Namun dalam perkembangan belum 
ada penelitian khusus yang membahas tentang pemotongan upah atas kerugian 
perusahaan sebagai masalah yang diteliti. Dengan belum tersedianya 
penelitian tentang pemotongan upah karyawan karena kerugian perusahaan 
maka penelitian ini bermaksud untuk menambah wawasan keilmuan dibidang 
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